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ABSTRAK 

M. Rifqah Al Farisyi (2025): Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencabulan      

Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana 

pencabulan terhadap anak, khususnya di wilayah hukum Polres Kabupaten 

Kepulauan Meranti. Pencabulan merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan 

yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak psikologis, sosial, 

dan hukum yang serius bagi korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan 

terhadap anak serta menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum di wilayah tersebut. 

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan 

pendekatan kasus Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, serta 

studi dokumentasi dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Populasi 

penelitian mencakup unit PPA Polres Meranti dan Pelaku Pencabulan, dengan 

sampel sebanyak tujuhbelas responden yang dipilih melalui teknik purposive 

sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pencabulan 

anak mencakup orientasi seksual menyimpang (seperti pedofilia), rendahnya 

pendidikan dan kondisi ekonomi, penyalahgunaan narkotika dan minuman keras, 

lingkungan sosial yang buruk, lemahnya pemahaman agama, serta kemudahan 

akses terhadap konten pornografi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui 

pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan sosialisasi hukum, 

pendidikan seksual di sekolah, dan peran aktif keluarga serta masyarakat. 

Sementara upaya represif mencakup proses hukum sesuai peraturan perundang-

undangan, pemberian sanksi pidana, dan rehabilitasi korban.  

 

Kata Kunci:Pencabulan Anak, Polres Meranti, Perlindungan Anak, 

Penegakan Hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan yang terjadi di negara-negara berkembang serta kehidupan 

yang semakin modern, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi, 

turut membawa berbagai tantangan. Di satu sisi, kemajuan ini membawa 

manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan godaan yang dapat 

memengaruhi berbagai pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat 

aturan-aturan yang terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Apabila 

aturan-aturan ini dilanggar, pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Jika pelanggaran tersebut termasuk tindak pidana, 

maka akan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Sementara itu, aturan tidak tertulis dikenal sebagai norma-norma, yang 

meliputi Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, 

dan Norma Hukum. 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara berdaulatan Hukum 

dimana pengertian ini terdapat di Amandeman ketiga Pasal 1 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945, yang mana berisi pernyataan yang menyatakan seluruh 

bagian kehidupan dalam Kemasyarakatan, Negara Indonesiadan Pemerintahan 

yang ada harus berdasarkan dengan aturan hukum .
1
 

Hukum sendiri ditegakkan agar tercapainya suatu keadilan didalam 

lingkup masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan yang baik, harus 

                                                      
1
Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Negara Indonesia adalah 

Negara hukum  
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berdasarkan dengan aturan dan wewenang yang berlaku di Indonesia, agar 

penegakan hukum menciptakan masyarakat Indonesia yang damai dan 

memberikan kesejahteraan dengan ditegakkannya keadilan yang ada. 

Menciptakan keyakinan hukum dan memberikan kenyamanan dalam 

kehidupan masyarakat agar membaik dan dapat terwujudnya salah satu lingkup 

hukum di Indonesia yaitu hukum pidana salah satu berbagai macam peraturan 

Undang-Undang di Indonesia Istilah “Tindak Pidana” yang dikenal di dalam 

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang dimana pembentukan 

undang-undang mengenal adanya istilah”strafbar feit”, di dalam bahasa 

belanda strafbar yang berarti dapat di hukum, sedangkan feit berarti suatu 

kenyataan atau fakta. Tindak pidana adalah peruatan yang dilakukan oleh 

manusia yang dapat di pertaggung jawabka atas perbuatannya, perbuatan 

diakukan dengan melawan hukum dan dengan kesalahan serta telah memenuhi 

rumusan delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana.
2
 

Kejahatan atau Kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia, 

karena dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang semakin 

berkembang dan tidak merata dengan berbagai masyarakat yang ada, dan serta 

rendahnya akan kesadaran pada hukum untuk menjadi pemicu terjadinya 

kejahatan. Selain itu ada juga beberapa banyak faktor sehingga kejahatan itu 

dapat terjadi faktor utamanya salah satu karna adanya kesempatan serta hawa 

nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatann. Dan sudah 

                                                      
2
 Kusnan, Hukum Pidana, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), h.22 
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banyak orang yang melakukan kejahatan tanpa memikirkan bagaimana akibat 

dan dampaknya dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan. 

Pengetahuan tentang adanya suatu kejahatan ini untuk memperoleh 

bagaimana pengetahuan dan pengertian dalam suatu gejala kejahatan dengan 

mempelajari dan menganalisis secara ilmiah apa saja yang menjadi faktor 

keragaman, pola-pola dalam terjadinya suatu kejahatan didalam masyarakat, 

dan objek kriminologi sendiri meliputi : 

1. Perbuatan yang dikatakan kejahatan yang melawan hukum atau peraturan 

undang-undang. 

2. Pelaku yaitu orang / oknum melawan hukum. 

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum dan pelaku 

kejahatan.
3
 

Kejahatan yang semakin meningkat baik dari kualitas ataupun dari segi 

kuantitas merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri lagi, dan beberapa hal ini 

dapat dilihat dari kehidupan masyarakat secara langsung, dan kejahatan ini 

merupakan suatu perbuatan yang sangat dicemaskan dalam kalangan 

bermasyarakat, kecemasan ini timbul bagi semua orang, penggolongan 

kejahatan bukan hanya dalam perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, 

penganiayaan, pencurian, perampokan atau lainnya melainkan sudah termasuk 

juga kejahatan seksual yang sangat bertentangan dengan norma- norma yang 

hidup didalam masyarakat. 

                                                      
3
https://brainly.co.id/tugas/16328837objekkriminologiada,sebagaipelanggarhukumolehpe

ngadilan.&text=reaksi%20masyarakat%20terhadap%20perbuatan%20melanggarhukumdanpelaku

kejahatan, Diakses Tanggal 18 Mei 2025 
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Belakangan ini banyak kasus masalah dalam kejahatan pencabulan 

yang terjadi di indonesia dengan korban yang bukan hanya orang dewasa saja 

tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak atau pun balita yang menjadi korban, 

khususnya bagi seorang wanita dan anak harus memperoleh keperdulian yang 

insentif dan lebih lagi, karna kecendrungan penanganan korban wanita ataupun 

anak-anak sering terabaikan dalam sebuah pola peradilan pidana yang harus 

mendapatkan pertahanan hukum yang pasti, karna ini merupakan realitas 

sosial, yang penyebabnya seringkali kurang dipahami karena mereka tidak 

melihat masalah secara deminional dalam kaitannya dengan hubungan yang 

sebenarnya. Pencabulan sendiri merupakan suatu kejahatan yang meyerang 

kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama, perbuatan 

pencabulan ini termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang selalu 

terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya.
4
 

Sebagaimana dijelaskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan (RUU PTPP)  

BAB I – Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Pencabulan adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur seksual yang 

dilakukan terhadap orang lain tanpa persetujuan atau dengan 

penyalahgunaan kekuasaan, ancaman, atau manipulasi. 

2. Korban adalah setiap orang yang mengalami kerugian fisik, psikis, seksual, 

atau sosial akibat pencabulan. 

                                                      
4
 Wagiati Soetdjo, Hukum Pidana, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 11 
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3. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan tindakan pencabulan, baik 

anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. 

4. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga 

dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagia amanah Tuhan 

harus senantiasa dijaga dan di lindungi dalam diri anak melekat harkat, 

martabat, dan hak-hak sebagai manusia harus di junjung tinggi.
5
  

Hak Asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang 

termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 

28 B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan „‟Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungn 

dari kekerasan diskriminasi „‟ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu 

manusia masih muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya 

karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. dan dikarna anak yang 

belum cukup dewasa harus sangat diperhatikan secara sungguh-sungguh. Agar 

tidak terjadinya perbuatan- perbuatan yang mengarah menjerumuskan si anak.
6
 

Mengenai persoalan anak yang menjadi pelaku dari perbuatan tindak 

pidana dapat diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat 

                                                      
5
 Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: 

Raja Wali Press, 2010), h. 70 
6
 R.A Roesman, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung: PT. 

Sumur, 2005), h. 107 
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sewenang-wenangnya dalam mengadili anak untuk menjadi korban ataupun 

pelaku yang mempunyai kesempatan untuk hidup dan beraktifitas lebih 

panjang karna mengingat usia anak yang masih relatif muda. Sedangkan anak 

yang sebagai korban kejahatan tindak pidana diatur didalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang mempunyai tujuan 

agar pelaku terhadap kejahatan anak mendapatkan hukuman yang jera sehingga 

mengurangi korban-korban anak selanjutnya. 

Pencabulan merupakan suatu kejahatan yang berdampak sangat buruk 

terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia 

serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan 

keturunan. Tindak pidana pencabulan pada saat ini sudah menjadi salah satu 

fenomena yang sangat merugikan dan meresahkan bagi pihak-pihak anak-anak 

dan sangat menjadi hak yang dikhawatirkan dari pihak orang tua dan 

masyarakat.  

Perbuatan Tindak Pidana pencabulan diatur dalam “Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Buku 2” yang berpedoman pada 

“Pasal 289-296 KUHP” yang digolongkan suatu kejahataan pada kesusilaan. 

Perbuatan amoralitas seksual diatur dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak”.
7
 

“Orang yang cukup umur,yang melakukan perbuatan cabul dengan 

orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa 

                                                      
7
 Adami Chawazi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2005), h. 80 
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belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 

(Pasal 292 KUHP )” 

Pencabulan sendiri merupakan suatu perbuatan kejahatan kriminal yang 

dapat menimbulkan perbuatan pidana terhadap kesusilaan yang mana dimana 

terus berkembang seiring waktu, perbuatan tindak pidana amoralitas seksual 

atau pun pencabulan ini adalah realitas kehidupan yang sangat 

memeperhatinkan dan perlu perlakuan dan penanganan yang khusus dari 

pihak-pihak yang bersangkutan dalam penanganan gejala tindak pidana 

pencabulan, sebab kejahatan kesusilaan ini membuat dan memunculkan suatu 

gejolak di kehidupan bermasyarakat. Dan terjadi tanpa kehendak bersama 

dalam maksud disini dalam artiannya terjadi karna paksaan oleh satu pihak ke 

pihak lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik ataupun 

psikologis.
8
 

Tindak pidana pencabulan ini termasuk dalam tindak pidana aduan. 

Tindak pidana aduan sendiri adalah tindak pidana yang penuntutnya 

berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.
9
 Menurut Yesmil Anwar dan 

Adang memaparkan bahwa ilmu kriminologi terutama untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai. 

Terhadap satu bentuk hukum pidana, kriminologi juga berperan sebagai 

tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku memberikan rekomendasi guna 

                                                      
8
 R.A Koesnan, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta Timur: PT. Ghalia Indonesia, 

1977). 
9
 Surbakti, Sudaryono, dan Natangsa, Hukum Pidana, (Surakarta: Fakultas Hukum 

Muhammadiyah Surakarta, 2005), h. 23 
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pembaharuan hukum pidana,sebagai sistem peradilan pidana, dan kriminologi 

juga menjadi kontrol bagi jalannya suatu peradilan.
10

 

Salah satu aparat penegak hukum yang ikut berwenang untuk 

melakukan pemberantasan dalam tindak pidana pencabulan ini adalah Polisi 

Republik Indonesia (POLRI), karna dalam hal ini dapat diartikan didalam Pasal 

1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara RI bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan 

adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang ole 

UndangUndang untuk melakukan penyelidikan” sedangkan menurut Pasal 4 

KUHAP, bahwa “penyelidik” adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia.
11

 

Dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak 

dibawah umur diwilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti polres 

kabupaten kepulauan meranti mengalami berbagai permasalahan kompleks 

dalam upaya penegakan hukum dan penanganan tindak pidana, khususnya 

dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kabupaten Kepulauan 

Meranti yang terletak di Provinsi Riau memiliki karakteristik geografis berupa 

gugusan pulau yang terpisah-pisah oleh perairan, menciptakan tantangan 

tersendiri bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai 

amanat undang-undang. 

                                                      
10

 Zulkarnain, Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah 

Press, 2019), h. 41 
11

 Riadi Asra Ahmad, Hukum Acara Pidana, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2020), h. 

33 
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Permasalahan utama yang dihadapi Polres Kepulauan Meranti berkaitan 

dengan kondisi geografis wilayah kepulauan yang luas dan terpencar. Kondisi 

ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap 

aktivitas masyarakat di seluruh wilayah, terutama di pulau-pulau kecil yang 

jauh dari pusat pemerintahan. Akses transportasi yang terbatas antar pulau 

sering menjadi hambatan bagi aparat kepolisian untuk bergerak cepat ketika 

terjadi laporan tindak pidana, termasuk kasus pencabulan anak. Keterlambatan 

dalam penanganan perkara akibat kendala geografis ini berpotensi menghambat 

proses pengumpulan bukti dan penangkapan pelaku, sehingga mengurangi 

efektivitas penegakan hukum. 

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur kepolisian juga 

menjadi permasalahan serius di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. 

Jumlah personel kepolisian yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan 

sebaran penduduk menyebabkan beban kerja yang tinggi dan jangkauan 

pelayanan yang tidak merata. Polres Kepulauan Meranti sering mengalami 

kekurangan penyidik yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus pencabulan anak. 

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti transportasi, alat komunikasi, dan 

fasilitas unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) belum tersedia secara 

memadai di seluruh wilayah kepulauan, sehingga menghambat respon cepat 

dan pelayanan optimal terhadap korban. 

Permasalahan sosial budaya masyarakat di Kepulauan Meranti turut 

berkontribusi terhadap kompleksitas penanganan kasus pencabulan anak. 
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Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah mengenai 

perlindungan anak dan bahaya tindak pidana pencabulan menyebabkan banyak 

kasus tidak dilaporkan atau terlambat dilaporkan kepada pihak kepolisian. 

Stigma sosial dan rasa malu keluarga korban sering menjadi penghalang dalam 

pengungkapan kasus, terlebih di masyarakat kepulauan yang masih memegang 

teguh nilai-nilai tradisional yang kadang menganggap masalah kekerasan 

seksual sebagai aib keluarga yang perlu ditutupi. Praktik pernikahan dini yang 

masih terjadi di beberapa daerah kepulauan juga menempatkan anak-anak, 

terutama perempuan, pada posisi rentan terhadap tindak pencabulan. 

Faktor ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti yang sebagian besar 

menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan perkebunan dengan 

penghasilan tidak menentu menyebabkan tingginya angka kemiskinan di 

daerah ini. Kondisi ekonomi yang sulit sering memaksa orang tua untuk 

bekerja jauh dari rumah atau meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan yang 

memadai, sehingga meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk 

eksploitasi, termasuk tindak pencabulan. Beberapa kasus pencabulan anak di 

wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti terjadi karena faktor ekonomi, 

dimana pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi korban dengan iming-iming 

materi. 

Koordinasi antar lembaga yang belum optimal juga menjadi 

permasalahan dalam penanganan kasus pencabulan anak di wilayah hukum 

Polres Kepulauan Meranti. Penanganan kasus pencabulan anak membutuhkan 

pendekatan multi-sektor yang melibatkan berbagai pihak seperti dinas sosial, 
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dinas pendidikan, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, dan aparat 

penegak hukum. Namun, koordinasi dan komunikasi antar lembaga ini sering 

terhambat oleh kendala geografis, keterbatasan teknologi komunikasi, dan 

perbedaan prosedur kerja, sehingga menghambat penanganan kasus secara 

komprehensif dan terintegrasi. 

Keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan pendampingan korban 

menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat di Kepulauan Meranti. Korban 

pencabulan anak seringkali tidak mendapatkan layanan pendampingan hukum, 

konseling psikologis, dan rehabilitasi yang memadai karena keterbatasan 

ketersediaan tenaga profesional dan fasilitas layanan di wilayah kepulauan. 

Kondisi ini dapat berdampak pada pemulihan korban dan kualitas proses 

hukum, termasuk keterangan saksi korban yang sangat penting dalam 

pembuktian kasus pencabulan anak. 

Tantangan dalam penegakan hukum juga muncul terkait proses 

pembuktian kasus pencabulan anak yang umumnya kompleks dan 

membutuhkan pendekatan khusus. Keterbatasan alat bukti, keterlambatan 

pemeriksaan medis akibat jarak dan akses yang sulit ke fasilitas kesehatan, 

serta kurangnya saksi sering menjadi kendala dalam penuntasan kasus. Selain 

itu, proses persidangan yang mengharuskan korban, saksi, dan tersangka untuk 

berulang kali hadir di pengadilan yang berlokasi di pulau utama menciptakan 

beban tambahan bagi semua pihak dan berpotensi menyebabkan trauma 

sekunder bagi korban. 
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Permasalahan administratif dan birokrasi dalam penanganan kasus juga 

menjadi tantangan bagi Polres Kepulauan Meranti. Prosedur pelaporan dan 

penanganan kasus yang panjang dan rumit sering menyebabkan keengganan 

masyarakat untuk melaporkan kasus pencabulan anak. Keterbatasan anggaran 

operasional untuk penanganan kasus di pulau-pulau terpencil juga menghambat 

kinerja kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan secara 

optimal. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penegakan 

hukum masih belum maksimal di wilayah Kepulauan Meranti. Infrastruktur 

jaringan komunikasi yang terbatas di beberapa pulau menghambat pelaporan 

kasus secara cepat dan koordinasi antar aparat kepolisian. Sistem database dan 

pengelolaan informasi kasus yang belum terintegrasi dengan baik menyulitkan 

pemantauan dan evaluasi penanganan kasus secara komprehensif.
12

 

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi Polres Kabupaten 

Kepulauan Meranti dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak 

merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan sistematis dan 

komprehensif. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar 

lembaga, dan penyediaan sumber daya yang memadai merupakan langkah 

penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan 

anak di wilayah kepulauan ini, sesuai dengan amanat Pasal 106 KUHAP dan 

Pasal 30 angka 4 UUD 1945. 

                                                      
12

 Wawancara dengan Khusnul Khotimah Selaku Phl polres Kabupaten Kepulauan 

Meranti Pada 21 Mei 2025 
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Menurut data perbuatan tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum 

Polres Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 

Data Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah 

Hukum Polres Kabupaten Kepulaun Meranti 2019-2024 

Nomor Tahun Jumlah 

1. 2019 7 orang 

2. 2020 9 orang 

3. 2021 11 orang 

4. 2022 15 orang 

5. 2023 18 orang 

6. 2024 21 orang 

Sumber data: polres kabupaten kepulauan meranti 

Salah satu contoh kasus dan beberapa data pertahun yang penulis terima 

dari wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Terlihat bahwa 

adanya kenaikan kasus pada setiap tahunnya, perbuatan pencabulan ini didasari 

oleh perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, maupun 

anak anak remaja atas dasar suka sama suka. 

Perbuatan tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan orang dewasa 

kepada anak-anak menggambarkan bahwa kasus-kasus percabulan yang 

diperbuat oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur 15 tahun berasal 

dari kekerasan yang disengaja, di mana anak-anak dipaksa untuk melakukan 

tindakan tidak senonoh dengannya. Dari uraian di atas, maka penulis 

melakukan kajian dan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM 

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  DI WILAYAH 

HUKUM POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI” 



14 

 

 

B. Batasan Masalah  

 Penelitian ini dibatasi pada kajian hukum terhadap tindak pidana 

pencabulan yang terjadi terhadap anak di wilayah hukum Polres Kabupaten 

Kepulauan Meranti dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. penelitian ini 

juga membatasi pembahasan hanya pada langkah-langkah atau upaya yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Polres Kabupaten Kepulauan 

Meranti, dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana pencabulan 

terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini juga menitikberatkan pada sejauh 

mana penanganan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun aspek lain seperti 

rehabilitasi korban, peran lembaga lain di luar kepolisian, dan proses peradilan 

tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat di rumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Apa yang menjadi faktor penyebab dalam terjadinya tindak pidana 

Pencabulan terhadap anak  di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan 

Meranti ? 

2. Bagaimana upaya penanggulangan dalam terjadinya tindak pidana 

Pencabulan anak  di wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

Berikut : 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab dalam terjadinya tindak pidana 

Pencabulan terhadap anak di wilayah Hukum Polres Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam terjadinya tindak 

Pidana pencabulan anak di wilayah Hukum Polres Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis  

Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama 

kepada masyarakat kabupaten kepulauan meranti tentang faktor 

penyebab dalam terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak  

diwilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti selain itu dapat 

dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan 

para pembaca yang membaca hasil penelitian ini. 

b. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan 

terhadap anak  diwilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti 

dan bagaimana upaya dari penanggulangan dalam terjadinya tindak 

Pidana pencabulan anak di bawah umur di wilayah Hukum Polres 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah Tindak Pidana beirasal dari istilah yang diguinakan dalam 

huikuim pidana beilanda yaitui diseibuit deingan “Strafbaar feiit” atauipuin 

“deilict” dalam bahasa indoneisia diteirjeimahkan deingan istilah “strafbaar 

feiit” seibagaimana dipakai oleih R Treisna dan Uinreicht dalam Buikui C.S.T 

Kansil dan Christinei S.T Kansil dikeinal juiga beibeirapa teirjeimahan yang 

lain seipeirti peirbuiatan pidana, peilanggaran Pidana, dan Peirbuiatan yang 

boleih di huikuim ataui Peirbuiatan yang dapat di huikuim.
13

 

a. Uinsuir-Uinsuir Tindak Pidana 

Meinuiruit S. R Siantuiri ringkasnya meinyimpuilkan uinsuir-uinsuir 

tindak pidana yaitui : 

1) Adanya suibjeik 

2) Ada uinsuir keisalahan 

3) Peirbuiatan yang beirsifat meilawan uinsuir  

4) Suiatui tindakan yang dilarang ataui diharuiskan dalam 

uindanguindang teirhadap yang meilangganya diancam deingan pidana 

5) Dalam suiatui waktui, teimpat dan keiadaan teirteintui.
14

 

                                                      
13

 C.S.T Kansil, Christine Kansil S.T, “Pokok-pokok Hukum Pidana”, (Jakarta: PT 

Pradnya Paramitha, 2007), h. 37 
14

 Ibid h. 7 
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P.A.F Lamintang beirpeindapat bahwa seitiap tindak pidana yang 

teirdapat dalam KUiHP pada uimuimnya dapat dijabarkan keidalam uinsuir-

uinsuir.
15

 

1) Uinsuir Suibjeiktif adalah uinsuir-uinsuir yang mana meileikat pada diri si 

peilakui ataui yang beirhuibuingan yang teirkanduing didalam hatinya, 

Di seingaja dan tidak di seingaja, Tuijuian peircobaan ataui tuijuian 

uisaha, seibagai logo, seipeirti peincuirian, peinipuian, peimeirasaan 

peimalsuian, dan tindak kriminal lainnya, Saran pra-peirancanaan 

ataui yang direincakan, seipeirti peimbuinuihan kriminal 

2) Uinsuir Objeiktif adalah uinsuir-uinsuir yang ada hu ibuingannya deingan 

keiadaan-keiadaaan, yaitui keiadaa yang mana tindakan 

dari si peilakui itui haruis dilakuikan.  

b. Jeinis – Jeinis Tindak Pidana : 

1) Keijahatan ( Misdrjivein) dan 

2) Peilanggaran (Oveirtreidingein) 

c. Jeinis- jeinis deilik ataui keijahatan yang ada antara lain: 

1) Deilik Formil dan Deilik Mateiril 

Peirbuiatan tindak pidana dapat dibeidakan atas peirbuiatan yang 

dibuiat apakah pidana formil ataui peirbuiatan pidana mateiril, pidana 

formil yaitui suiatui peirbuiatan pidana yang teilah dilarang uintuik di 

lakuikan dalam uindang-uindang, seidangkan pidana mateiril yaitui 

                                                      
15

 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti,2013), h. 193 



18 

 

 

peirbuiatan pidana yang meingarah keipada meinitik beiratkan pada 

akibat yang teilah dilarang 

d. Jeinis- jeinis deilik ataui keijahatan yang ada antara lain: 

1) Deilik Formil dan Deilik Mateiril 

Peirbuiatan tindak pidana dapat dibeidakan atas peirbuiatan 

yang dibuiat apakah pidana formil ataui peirbuiatan pidana mateiril, 

pidana formil yaitui suiatui peirbuiatan pidana yang teilah dilarang 

uintuik di lakuikan dalam uindang-uindang, seidangkan pidana mateiril 

yaitui peirbuiatan pidana yang meingarah keipada meinitik beiratkan 

pada akibat yang teilah dilarang.  

2) Deilik Keiseingajaan (Doluis) dan Deilik keialpaan (cuilpa) 

Deilik doluis adalah dimana deilik yang dipeirbuiat karna 

adanya keiseingajaan dan seimeintara deilik cuilpa adalah suiatui deilik 

yang dilakuikan kareina keisalahan ataui keialpaan. 

3) Deilik Aduian dan deilik Uimuim  

Deilik aduian adalah suiatui deilik yang dapat dilakuikan 

deingan di tuintuit dan meimbuituihkan adanya suiatui peingaduian dari 

orang yang teilah diruigikan. Seidangkan deilik uimuim adalah suiatui 

deilik yang dapat dituintuit tanpa meimbuituihkan adanya peingaduian.  

4) Deilik Uimuim dan Deilik Khuisuis 

Deilik Uimuim adalah suiatui deilik yang mana dapat dilakuikan 

oleih seitiap orang, seidangkan deilik khuisuis adalah suiatui deilik yang 
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hanya dilakuikan oleih orang yang meimpuinyai kuialitas dan sifat 

teirteintui contohnya, peigawai neigeiri/anggota militeir. 

e. Macam – Macam Tindak Pidana 

1) Tindak Pidana Uimuim  

Huikuim pidana uimuimnya adalah huikuim pidana yang suidah 

di beintuik uintuik di beirlakuikan bagi seitiap orang yang pada 

uimuimnya meilakuikan suiatui keijahatan.  

2) Huikuim pidana khuisuis 

Huikuim pidana khuisuis ini meiruipakan su iatui huikuim pidana 

yang deingan seingaja dibeintuik uintuik dibeirlakuikan bagi orang-

orang teirteintui, dan sifatnya yang tidak teiratuir didalam KUiHP 

namuin diatuir di peiratuiran uindang-uindang teirseindiri, tindak pidana 

khuisuis meilipuiti : Teirorismei, narkotika dan psikotoprika, koruipsi, 

peirlinduingan anak,keikeirasan dalam ruimah tangga, militeir, moneiy 

lauindreiing (peincuician uiang), hak asasi manuisia.
16

 

f. Jeinis Sanksi Peimidanaan  

Meinuiruit keiteintuian pasal 10 KUiHP, teirdapat beibeirapa jeinis 

huikuiman yang dapat dijatuihkan yaitui:  

1) Pidana pokok  

2) Pidana mati  

3) Pidana peinjara 

4) Kuiruingan 

                                                      
16

 Gunadi Ismu, Efendi Joenaedi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: 

Kencana Jakarta, 2019), h. 15 
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g. Suibjeik Tindak Pidana 

Suibjeik dalam peirbuiatan tindak pidana yang di akuii oleih Kitab 

Uindang-UindangHuikuim Pidana adalah mansuisia (Natuiuirlijk Peirson), 

peiratuiran ini dapat dilihat pada ruimuisan deilik dalam KUiHP yang 

dimuilai dari adanya kata-kata „‟ Barang siapa‟‟ kata „‟ Barang siapa‟‟ 

jeilas meiruijuik pada orang ataui manuisia, buikan badan huikuim. Dan 

dapat di simpuilan bahwa di dalam keiteintuian uimuim KUiHP Indoneisia 

yang diguinakan sampai saat ini.
17

 

2. Pengertian Pencabulan  

Peindapat para ahli dalam meindeifinisikan teintang peincabuilan 

beirbeida-beida seipeirti yang dikeimuikakan oleih Soeitandyo Wignjosoeibroto „‟ 

Peincabuilan adalah suiatui uisaha meilampiaskan nasfui seiksuial oleih 

seiseiorang laki-laki keipada seiorang peireimpuian deingan cara meinuiruit moral 

dan huikuim itui adalah suiatui peirbuiatan yang meilanggar‟‟
18

 

Keijahatan seiksuial meiruipakan suiatui tindakan seiksuial yang seiluiruih 

peirbuiatannya yang meinganduing aktivitas uinsuir seiksuial, peirdagangan 

seiks, deingan meingguinakan paksaan , ancaman , dilakkan oleih orang 

deiwasa pada anak ataui oleih anak keipada anak lainnya, paksaan fisik siapa 

saja tanpa meimandang huibuingan deingan korban, dan di dalam situiasi apa 

saja, keijahatan seiksuial teirdapat dalam beirbagai beintuik teirmasuik 

                                                      
17

 Ibid, h. 21 
18

 Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, (Jakarta, 1997), h. 68 
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peimeirkosaan, peirbuiatan seiks dan ataui peirdagangan seiks, keihamilan paksa, 

eiksploitasi seiksuial dan peinyalahguinaan seiks dan aborsi.
19

 

Keijahatan seiksuial dikateigorikan meinjadi  

a. Non – konseisuial, meimaksa peirilakui seiksuial fisiki seipeirti peimeirkosaan 

ataui peinyeirangan seiksuial 

b. Psikologis beintuik peileiceihan beiruipa, peirdangangan manuisia, meingintai 

dan eiksposuir tidak seinonoh tapi buikan eiksibisionismei 

c. Peingguinaan posisi keipeircayaan uintuik tuijuian seiksuial, seipeirti peidofilia 

dan seimbuirit, keikeirasan seiksuial dan inceist, 

d. Peirilakui dianggap oleih peimeirintah tidak seisuiai.
20

 

Meinuiruit pakar ahli huikuim R. Soeisilo meimbeirikan peinjeilasan 

teirhadap peirbuiatan cabuil yaitui seigala peirbuiatan yang meilanggar 

keisuisilaan (keisopanan) ataui peirbuiatan yang keiji, seimuianya itui dalam 

lingku ingan nafsui birahi keilamin.
21

 

Arif gosita meiruimuiskan peincabuilan dapat dilihat dari beibeirapa 

beintuik antara lainnya seibagai beirikuit: 

a. Korban dari peirbuiatan cabuil haruis seiorang wanita, tanpa batas uimuir 

(obyeik), dan ada juiga beibeirapa korban laki-laki yang di cabuili oleih 

seiorang wanita ataui bahkan laki-laki seindiri. 

                                                      
19

 Dina Yunita Sari, Skripsi Jurnal Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak, 

(Universitas Hassanudin, 2016), h. 14 
20

 Ibid, h. 16 
21

 R. Soesilo, Kitab UNdang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor, 1996), h. 212 
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b. Korban haruis meingalami keikeirasan ataui ancaman keikeirasan, ini 

beirarti tidak ada peirseituijuian dari pihak korban meingeinai niat dan 

tindakan dilakuikan oleih peirlakuian peilakui seindiri. 

c. Peincabuilan diluiar ikatan peirnikahan adalah tuijuian yang ingin dicapai 

deingan meilakuikan keikeirasan ataui ancaman keikeirasan teirhadap wanita 

teirteintui, teitapi di dalam keinyataannya ada puila peirseituibuihan dalam 

peirkawinan hingga meinimbuilkan seisuiatui keikeirasan dan dapat 

meinimbuilkan peindeiritaan meintal dan fisiki teirhadap korban.
22

 

Korban peincabuilan tidak haruis seiorang wanita, tanpa kuialifikasi 

uimuir yang di signifikan. Seiharuisnya wanita dapat dibeidakan yang antara 

lain seibagai beirikuit : 

a. Wanita beiluim deiwasa yang masih peirawan. 

b. Wanita deiwasa yang masih peirawan. 

c. Wanita yang suidah tidak peirawan lagi. 

d. Wanita yang beiluim beirsuiami.
23

 

Adapuin yang dapat meinjadi targeit peincabuilan yang antara lain 

seibagai beirikuit : 

a. Peirbuiatan tidak hanya beirseituibuih (meimasuikkan alat keilamin keidalam 

vagina) teitapi juiga meimasuikkan keilamin kei dalam anuis ataui muiluit  

b. Meimasuikkan suiatui beinda (buikan bagian tuibuih laki-laki) keidalam 

vagina ataui muiluit wanita 
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c. Cara uintuik meilakuikan peirbuiatan itui deingan keikeirasan dan diseirtai 

deingan ancaman, dan peirbuiatan teirseibuit diluiar keimauian dari si korban 

d. Dan yang seilalui meinjadi obyeik atas peirbuiatan cabuil seindiri tidak 

hanya  

wanita sadar, teitapi wanita yaang tidak beirdaya/ pingsan dan dibawah 

uimuir puin juiga meinjadi targeit sasarannya. 

Peilakui peincabuilan yang uimuimnya dilakuikan teirhadap anak-anak 

dibawah uimuir yang dapat juiga diseibuit deingan child moleisteir, dapat 

digolongkan kei dalam beibeirapa hal teirseibuit : 

a. Immatuirei : para peilakui meilakuikan peincabuilan diseibeibkan oleih 

keitidakmampuian meingindeifikasi diri meireika deingan peiran seiksuial 

seibagai orang deiwasa 

b. Fruistrateid : para peilakui yang mana meilakuiakn keijahatan nya seibagai  

reiaksi meilawan fruistasi seiksuial yang sifatnya eimosiaonal teirhadap 

orang deiwasa, seiring teijadi meireika beiralih keipada anak-anak meireika 

seindiri (inceist) keitika meirasa tidak seiimbang deingan istrinya. 

c. Sociofathic : para peilakui peincabuilan yang meilakuikan peirbuiatan 

deingan orang yang sama seikali asing baginya, suiatui tindakan yang 

keiceindruingannya agreisif yang teirkadang muincuil  

d. Pathological : para peilakui peincabuilan yang tidak mampui meingontrol 

doroangan seiksuial seibagai hasil psikosis, leimah meintal, keileimahan 

organ tuibuih ataui keimeirosotan seibeiluim waktuinya (preimatuirei seinilei 

deiteirioration) 
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e. Micheillaneiouis : yang tidak teirmasuik seimuia kateigori diatas.
24

 

1) Peirbuiatan cabuil deingan seiseiorang yang beiluim beiruimuir 15 tahuin, 

didalam pasal 290 ayat (2) KUiHP  

Didalam pasal teirseibuit adanya suiatui peirbuiatan pidana 

deingan pidana peinjara seilama-lamanya tuijuih tahuin, dikatakan 

didalam nya 

a) barang siapa yang meilakuikan peirbuiatan cabuil deingan 

seiseiorang padahal dikeitahuii bahwa orang itu i pingsan dan tidak 

beirdaya. 

b) Barang siapa meilakuikan peirbuiatan cabuil deingan seiseiorang 

seidang dikeitahuii ataui patuit disangkanya, bahwa uimuir orang itui 

beiluim cuikuip lima beilas tahuin ataui kala u imuirnya tidak jeilas 

bahwa orang itui beiluim pantas uintuik dikawin, Pasal ini 

meiruipakan suiatui peirlinduingan teirhadap anak / reimaja yang 

peirlui dipeirhatikan bahwa pada pasal teirseibuit tidak ada kata 

„‟wanita‟‟ meilainkan kata „‟orang‟‟ dan deimikian walauipuin 

dilakuikan teirhadap anak / reimaja pria, misalnya dalam kasuis 

homoseiks ataui yang biasa di deingar deingan istilah „‟tantei 

girang‟‟ makan pasal ini dapat diteirapkan teitapi jika seijeinisnya 

maka hal itui diatuir didalam pasal 292.
25

 

Dan dibalik kata „‟dikeitahuii ataui patuit disangka‟‟ 

meiruipakan uinsuir keisalahan (doluis ataui cuilpa) teirhadap uimuir 
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yakni peilakui dapat meinduiga bahwa uimuir anak / reimaja teirseibuit 

beiluim lima beilas tahuin.  

2) Peirbuiatan cabuil yang dilakuikan deingan seiseiorang yang beiluim 

deiwasa yang dilakuikan oleih orang tuia ataui yang meimpuinyai 

huibuingan deingannya hal ini diatuir didalam pasal 294 KUiHP yang 

ruimuisannya seibagai beirikuit :
26

 

a) „‟barang siapa yang meilakuikan peirbuiatan cabuil deingan 

anaknya, anak tirinya, anak angakatnya, anak dibawah 

peingawasannya, yang beiluim deiwasa yang peimeiliharaannya, 

peindidikannya ataui peinjagaannya diseirahkan keipadanya 

atauipuin deingan buijangnya ataui bawahannya yang beiluim 

deiwasa, diancam deingan pidana peinjara paling lama tuijuih 

tahuin‟‟ 

b) Diancam deingan pidana yang sama : 

(1) Peijabat yang meilakuikan peirbauitan cabuil deingan orang 

yang dibawahnya ataui orang yang dipeircayakan ataui 

diseirahkan padanya. 

(2) Peinguiruis, dokteir, guirui, peigawai, peingawas, ataui peisuiruih 

didalam peinjara, teimpat beirkeirja, keipuinyaan neigara, teimpat 

peindidikan, ruimah piatui, ruimah sakit jiwa, leimbaga sosial, 

yang meilakuikan peirbauitan cabuil deingan orang yang 

dimasuikkan keidalamnya.  
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3. Pengertian Anak  

Indoneisia seindiri puin meimpuinyai beibeirapa peingeirtian teintang 

anak meinuiruit peiruindang- uindangan, dan para ahli. Peingeirtian anak 

meinuiruit beirbagai macam Uindang-Uindang :  

a. Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2014 teintang Peirlinduingan Anak, 

meingatuir teintang hak-hak yang teirmuiat dalam Pasal 13 : seitiap anak 

seilama dalam peingasuihnya orang tuia, wali ataui pihak lain manapuin 

yang beirtangguingjawab atas peingasuihan, beirhak meindapat 

peirlinduingan dari peirlakuian : 

1) Diskriminasi 

2) Eiksploitasi baik eikonomi mauipuin seiksuial 

3) Peineilantaraan 

4) Keikeijaman, keikeirasan dan peinganiayaan 

5) Keitidak adilan dan 

6) Peirlakuian salah lainnya.
27

 

b. Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2002 Teintang Peirlinduingan Anak 

Peingeirtian anak dalam Pasal 1 ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 23 

Tahuin 2002,dijeilaskan bahwa adalah seiseiorang yang beiluim beiruisia 18 

(deilapan beilas) tahuin, teirmasuik anak yang masih dalam kanduingan. 

c. Kitab Uidang –Uindang Huikuim Peirdata Pasal 330 Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Peirdata “Orang yang beiluim deiwasa adalah meireika 
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yang beiluim beiruimuir 21 tahuin, dan tidak teirleibih dahuilui meilakuikan 

seibuiah peirkawinan”. 

d. Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana Pasal 45 Kitab Uindang-Uindang 

Huikuim Pidana adalah anak yang uimuir nya beiluim meincapai 16 (einam 

beilas) tahuin.  

e. Uindang-Uindang Nomor 4 Tahuin 1979 Teintang Keiseijahteiraan Anak 

Yang diseibuit anak adalah seiseiorang yang mana beiluim meincapai uimuir 

21 (duia dan beiluim peirnah meilakuikan peirkawinan (Pasal 1 buitir 2). 

f. Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 Teintang Sisteim Peiradilan 

Pidana Anak dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah yang teilah beiruimuir 

12 (duia beilas) tahuin adalah : "Anak adalah seitiap manuisia yang 

beiruisia di bawah 18 (deilapan tahuin) dan beiluim meinikah eirmasuik anak 

yang masih dalam kanduingan apabila hal teirseibuit deimi 

keipeintingannya" 

Deingan adanya Uindang – Uindang (UiUi) teintang Peirlinduingan 

Anak yaitui Uindang – Uindang (UiUi) No. 35 Tahuin 2014, uintuik meingatasi 

peirmasalahan yang dihadapi oleih anak yang meimpuinyai tuijuian uintuik 

meinjamin teirpeinuihnya hak-hak yang beirhak anak dapatkan agar 

meindapatkan hiduip yang layak, tuimbuih dan beirkeimbang dan ikuit 

beirpartisipasi seicara optimal seisuiai harkat dan martabat seirta meindapatkan 

peirlinduingan dari keikeirasan dan diskriminasi deimi teirwuijuidnya anak 

Indoneisia yang beirkuialitas, beirakhlak muilia, dan beirnilai pancasila.
28
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Anak di bawah uimuir seicara uimuim diartikan seibagai seiseiorang 

yang beiluim meincapai uisia deiwasa, yaitui 18 tahuin, dan beiluim peirnah 

meinikah. Deifinisi ini juiga meincakuip anak yang masih dalam kanduingan. 

Meiruijuik dari Kamuis Uimuim bahasa Indoneisia meingeinai peingeirtian anak 

seicara eitimologis diartikan deingan manuisia yang masih keicil atauipuin 

manuisia yang beiluim deiwasa.
29

 

Seiseiorang yang dikatakan seibagai anak-anak ataui buikan, uintuik 

meingeitahuiinya dapat dilihat batasan uimuir yang meingatuirnya, batas uisia 

anak di kateigorikan dalam beibeirapa peiratuiran peiruindang-uindangan 

seibagai beirikuit : 

a. Uindang – Uindang No.35 Tahuin 2014 Teintang Peirlinduingan Anak. 

Peingeirtian  anak beirdasarkan Pasal 1 ayat (1) meingatakan bahwa anak 

adalah seiseiorang yang beiluim beiruisia 18 ( deilapan beilas ) tahuin, 

teirmasuik anak yang masih beirada di dalam kanduingan. 

b. Anak meinuiruit Kitab Uindang – Uindang Huikuim Peirdata dijeilaskan 

dalam Pasal 330 meinjeilaskan bahwa orang yang beiluim deiwasa adalah 

meireika yang beiluim meincapai uimuir 21 tahuin dan tidak leibih dahuilui 

teilah kawin.
30
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c. Anak meinuiruit Kitab Uindang – Uindang Huikuim Pidana meingatakan 

Anak dalam Pasal 45 KUiHP adalah anak yang uimuirnya beiluim 

meincapai 16 (einam beilas) tahuin.
31

 

4. Kepolisan Republik Indonesia  

Keipolisian Reipuiblik Indoneisia (Polri) adalah alat neigara yang 

beirtangguing jawab meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, 

meineigakkan huikuim, seirta meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman, dan 

peilayanan keipada masyarakat. Polri meiruipakan keipolisian nasional yang 

dipimpin oleih Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia (Kapolri) 

dan beirtangguing jawab langsuing keipada Preisidein.
32

 

Tuigas uitama keipolisian dalam meinangani kasu is peincabuilan anak 

di bawah uimuir adalah meilinduingi anak, meineigakkan huikuim, dan 

meimbeirikan duikuingan psikologis keipada korban. Keipolisian juiga 

beirpeiran dalam meinceigah teirjadinya kasuis seiruipa di masa deipan meilaluii 

sosialisasi dan keirjasama deingan pihak teirkait. 

Beirikuit adalah tuigas-tuigas speisifik keipolisian: 

a. Meineirima laporan dan meilakuikan peinye ilidikan: 

b. Meimbeirikan peirlinduingan keipada korban: 

c. Meineigakkan huikuim: 
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d. Meinceigah teirjadinya kasuis seiruipa: 

e. Meimbeirikan duikuingan keipada saksi: 

f. Meilakuikan peimeiriksaan teirhadap korban: 

g. Meilakuikan peinggeileidahan: 

h. Meinye idiakan layanan PPA (Peirlinduingan Peireimpuian dan Anak).
33

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Ahmad Fuiadi "Analisis Kriminologis Teirhadap Tindak Pidana Peincabuilan 

Anak di Bawah Uimuir di Wilayah Huikuim Polda Lampuing", Skripsi 

Huikuim Uiniveirsitas Lampuing (2018). Masalah yang dibahas dalam 

peineilitian ini adalah faktor-faktor yang meinyeibabkan teirjadinya tindak 

pidana peincabuilan teirhadap anak di bawah uimuir seirta uipaya 

peinangguilangan yang dilakuikan oleih aparat peineigak huikuim di wilayah 

Polda Lampuing. Hasil peineilitian ini meinuinjuikkan bahwa faktor dominan 

peinye ibab teirjadinya tindak pidana peincabuilan adalah faktor lingkuingan 

sosial, reindahnya peindidikan, peingaruih teiknologi informasi yang tidak 

teirkontrol, seirta leimahnya peingawasan keiluiarga. Seimeintara uipaya 

peinangguilangan dilakuikan meilaluii peindeikatan preiveintif (sosialisasi, 

eiduikasi, dan peimbinaan masyarakat) dan reipreisif (peineigakan huikuim yang 

teigas teirhadap peilakui). 
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Peirsamaan peineilitian Ahmad Fuiadi deingan peineilitian peineiliti  teirleitak 

pada objeik kajian yang sama yaitui tindak pidana peincabuilan teirhadap 

anak di bawah uimuir dari peirspeiktif kriminologis, seirta fokuis pada faktor 

peinye ibab dan uipaya peinangguilangan. Adapuin peirbeidaannya teirleitak pada 

lokasi peineilitian, dimana peineilitian Ahmad Fuiadi dilakuikan di wilayah 

huikuim Polda Lampuing yang meincakuip wilayah yang leibih luias, 

seimeintara peineilitian ini difokuiskan pada wilayah huikuim Polreis 

Kabuipatein Keipuilauian Meiranti.
34

 

2. Rina Malina "Peirlinduingan Huikuim Teirhadap Anak Korban Tindak Pidana 

Peincabuilan dalam Peirspeiktif Viktimologi di Kota Makassar", juirnal ilmiah 

(2020). Masalah yang dibahas dalam peineilitian ini adalah beintuik 

peirlinduingan huikuim teirhadap anak seibagai korban tindak pidana 

peincabuilan seirta peineirapan prinsip-prinsip viktimologi dalam peinanganan 

kasuis peincabuilan anak di Kota Makassar. Hasil peineilitian meinuinjuikkan 

bahwa peirlinduingan huikuim teirhadap anak korban peincabuilan teilah 

dibeirikan dalam beintuik peindampingan huikuim, reihabilitasi meidis dan 

psikososial, seirta peirlinduingan dari peimbeiritaan meidia. Namuin, dalam 

impleimeintasinya masih teirdapat keindala seipeirti kuirangnya sarana dan 

prasarana, teirbatasnya suimbeir daya manuisia yang kompeitein, seirta masih 

adanya stigma masyarakat teirhadap korban peincabuilan. 

Peirsamaan peineilitian Rina Marlina deingan peineilitian peineiliti  adalah 

sama-sama meingkaji kasuis peincabuilan teirhadap anak di bawah uimuir seirta 
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 Ahmad Fuadi, “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di 

Bawah Umur di Wilayah Hukum Polda Lampung”,  (Lampung: Universitas Lampung, 2018) 
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meilibatkan peiran aparat peineigak huikuim dalam peinanganannya. Adapuin 

peirbeidaannya, peineilitian Rina Marlina leibih beirfokuis pada aspeik 

peirlinduingan huikuim dan viktimologi (ilmui yang meimpeilajari korban), 

seimeintara peineilitian peineiliti leibih meineikankan pada tinjauian kriminologis 

(ilmui yang meimpeilajari keijahatan). Seilain itui, lokasi peineilitian juiga 

beirbeida, dimana peineilitian Rina Marlina dilakuikan di Kota Makassar, 

seidangkan peineilitian ini dilakuikan di Kabuipatein Keipuilauian Meiranti.
35

 

3. Buidi Seitiawan "Impleimeintasi Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2014 

Teintang Peirlinduingan Anak dalam Peinanganan Kasuis Peincabuilan 

Teirhadap Anak di Kabuipatein Banyuimas", teisis (2022) , masalah yang 

dibahas dalam peineilitian ini adalah eifeiktivitas peineirapan Uindang-Uindang 

Nomor 35 Tahuin 2014 teintang Peirlinduingan Anak dalam peinanganan 

kasuis peincabuilan teirhadap anak, seirta hambatan-hambatan dalam 

peineirapannya di Kabuipatein Banyuimas. Hasil peineilitian meinuinjuikkan 

bahwa impleimeintasi Uindang-Uindang Peirlinduingan Anak dalam 

peinanganan kasuis peincabuilan di Kabuipatein Banyu imas beiluim seipeinuihnya 

eifeiktif. Hal ini diseibabkan oleih beibeirapa faktor seipeirti kuirangnya 

koordinasi antar leimbaga teirkait, teirbatasnya anggaran, minimnya teinaga 

profeisional dalam peinanganan korban, seirta reindahnya peimahaman 

masyarakat teintang peirlinduingan anak. Peirsamaan peineilitian Buidi 

Seitiawan deingan peineilitian peineiliti adalah sama-sama meingacui pada 

Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2014 teintang Peirlinduingan Anak 

                                                      
              35

 Rina Malina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan 

dalam Perspektif Viktimologi di Kota Makassar”, (Lampung: jurnal ilmiah, 2020). 
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seibagai dasar huikuim dalam peinanganan kasuis peincabu ilan teirhadap anak. 

Adapu in peirbeidaannya, peineilitian Buidi Seitiawan leibih beirfokuis pada 

aspeik impleimeintasi uindang-uindang dan eifeiktivitasnya, seimeintara 

peineilitian peineiliti leibih meineikankan pada analisis kriminologis yang 

meingkaji faktor peinye ibab dan uipaya peinangguilangan tindak pidana 

peincabuilan. Seilain itui, jeinis peineilitian juiga beirbeida, dimana peineilitian 

Buidi Seitiawan meiruipakan teisis pada program pascasarjana, seidangkan 

peineilitian ini meiruipakan skripsi di tingkat sarjana.
36
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Meitodei peineilitian meiruipakan cara meilakuikan seisuiatui deingan 

meingguinakan pikiran seicara seiksama uintuik meincapai suiatui tuijuian deingan cara 

meincari, meincatat, meiruimuiskan, dan meinganalisis sampai deingan meinyuisuin 

suiatui laporan. Meitodeilogi beirasal dari kata meitodei yang beirarti jalan, namuin  

deimikian, meinuiruit keibiasaan meitodei diruimuiskan deingan keimuingkinan 

keimuingkinan tipei yang dipeirguinakan dalam suiatui peineilitian dan peinilaian.
37

 

Meitodei peineilitian pada dasarnya ialah cara yang dipeirguinakan dalam 

meinguimpuilkan data dan meimbandingkan deingan standar uikuir yang teilah 

diteintuikan.
38

  Dalam hal ini peineiliti meingguinakan beibeirapa peirangkat peineilitian 

yang seisuiai deingan meitodei peineilitian ini guina meindapatkan hasil yang maksimal, 

antara lain seibagai beirikuit: 

A. Jenis Penelitian 

Jeinis peineilitian yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah peineilitian 

yu iridis eimpiris, yaitui peineilitian yang meinggabuingkan analisis huikuim 

normatif (law in book) deingan obseirvasi teirhadap eifeiktivitas peineirapannya di 

masyarakat, seibagaimana dijeilaskan oleih Prof. Soeirjono Soeikanto, dan dalam 

konteiks peineilitian ini diteirapkan meilaluii peingamatan langsuing, wawancara, 

seirta stuidi dokuimeintasi uintuik meingideintifikasi faktor peinyeibab dan meineilaah 

                                                      
37

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 

press, 2012), h. 5 
38

 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2020), h. 126 



35 

 

 

uipaya peinangguilangan tindak pidana peincabuilan teirhadap anak di bawah 

uimuir di wilayah huikuim Polreis Kabuipatein Keipuilauian Meiranti..
39

 peingamatan 

ataui obseirvasi langsuing meingeinai Apa yang meinjadi faktor peinye ibab dalam 

teirjadinya tindak pidana peincabuilan teirhadap anak di bawah uimuir seirta 

bagaimana Uipaya peinangguilangan dalam teirjadinya tindak pidana 

peincabuilan.  

B. Pendekatan Penelitian  

Peineilitian ini akan meingguinakan peindeikatan kuialitatif deingan meitodei 

stuidi kasuis yang beirfokuis pada analisis faktor peinyeibab dan uipaya 

peinangguilangan tindak pidana peincabuilan teirhadap anak di wilayah huikuim 

Polreis Kabuipatein Keipuilauian Meiranti. Data akan dikuimpuilkan meilaluii 

wawancara meindalam deingan beirbagai pihak, teirmasuik aparat keipolisian, 

peilakui tindak pidana, seirta korban ataui keiluiarga korban, yang meimiliki 

informasi teintang kasuis-kasuis peincabuilan di wilayah teirseibuit. Seilain itui, 

obseirvasi langsuing teirhadap proseiduir peinanganan kasu is dan meikanismei 

peinangguilangan yang dilakuikan oleih pihak keipolisian akan meinjadi bagian 

peinting dalam meinganalisis eifeiktivitas dan tantangan yang dihadapi oleih 

Polreis Kabuipatein Keipuilauian Meiranti dalam uipaya peinceigahan dan 

peinindakan kasuis peincabuilan anak. Analisis data akan dilakuikan seicara 

deiskriptif-analitis deingan peindeikatan kriminologis uintuik meingideintifikasi 

faktor-faktor peinye ibab teirjadinya tindak pidana peincabuilan, seirta 

meingeivaluiasi eifeiktivitas uipaya-uipaya peinangguilangan yang teilah dilakuikan 
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 Soerjono Soekanto, Op Cit, h. 51 
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oleih pihak keipolisian seisuiai deingan keiteintuian dalam Uindang-Uindang Nomor 

35 Tahuin 2014 teintang Peirlinduingan Anak. 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi peineilitian ini teirleitak di Kabuipatein Keipuilauian Meiranti. Alasan 

peineiliti meimilih Lokasi peineilitian ini kareina di Kabuipatein Keipuilauian Meiranti 

Teipatnya di wilayah huikuim polreis kabuipatein keipuilauian meiranti di sana 

teirdapat masalah peincabuilan anak di bawah uimuir. Masih banyak seikali kasuis 

peincabuilan yang teirjadi di sana sampai saat ini. 

D. Populasi dan Sampel  

1. Popuilasi  

Popuilasi yaitui keiseiluiruihan suibjeik peineilitian. Apabila Seiseiorang 

ingin meineiliti yang ada di seikitar yang ada didalam wilayah peineilitian, 

maka peineilitiannya meiruipakan popuilasi. Dalam peineilitian ini yang 

meinjadi popuilasinya adalah beirjuimlah 2 (duia) bagian yakni Aparat 

keipolisian UiNIT PPA dan Peilakui peincabuilan. 

2. Sampeil  

Sampeil adalah Seibagian ataui wakil dari popu ilasi yang di teiliti. 

Adapu in yang meinjadi sampeil dalam peineilitian ini beirjuimlah 17 orang 

yang teirdiri dari, Kanit yang beirtuigas di bagian peirlinduingan Peireimpuian 

dan anak PPA (1 peirsonil), Anggota yang beirtuigas di lapangan (5 

peirsonil), dan Peilakui peincabuilan (11 orang), Meitodei peingambilan sampeil 

dalam peineilitian ini adalah puirposivei sampling,meiruipakan meineintuikan 
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sampeil yang diambil deingan peirtimbangan teirteintui. Meitodei deingan 

meincari orang yang paling tahui deingan peirmasalahan yang diteiliti. 

Tabel 3. 1 

Populasi dan Sampel 

No Nama Populasi Populasi  Sampel  Ket 

1.  Aparat Keipolisian Polreis 

Kabuipatein Keipuilauian Meiranti 

(uinit PPA) 

6 6 100% 

2. Peilakui Peincabuilan  21 11 52,38% 

Suimbeir data : Polreis Kabuipatein Keipuilauian Meiranti 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data Primeir  

Suimbeir data primeir adalah data-data yang dipeiroleih seicara 

Langsuing dari narasuimbeir ataui reispondein yang beirsangkuitan. Adapuin 

Suimbeir data primeir dalam peineilitian ini yaitui Kanit yang beirtuigas di 

bagian peirlinduingan Peireimpuian dan anak PPA, Anggota yang beirtuigas di 

lapangan, dan peilakui peincabuilan. 

2. Data Seikuindeir  

Yaitui suimbeir data yang didapat dari liteiratuir dan buikui-buikui seirta 

dokuimein-dokuimein yang beirhuibuingan deingan peineilitian ini  

F. Teknik Pengumpulan Data  

Uintuik meindpatkan data, dipeirluikan Teiknik peinguimpuilan data seibagai 

beirikuit: 
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1. Obseirvasi, adalah peingamatan dan peincatatan yang sisteimatis Teirhadap 

geijala-geijala yang diteiliti.
40

 Peineilitian tuiruin langsu ing kei Lapangan. 

Dalam obseirvasi ini peineiliti meilihat seitiap aktivitas Masyarakat seiteimpat 

dan meingamati bagaimana pandangan Masyarakat teintang maraknya 

kasuis peincabuilan yang teirjadi di kawasan Huikuim Polreis kabuipatein 

Keipuilauian Meiranti. Gambaran yang peineiliti amati di kawasan Huikuim 

Polreis Kabuipatein Keipuilauian Meiranti sangat banyak seikali kasuis 

peincabuilan teirhadap anak dibawah uimuir  seihingga meimbuiat masyarakat 

tidak nyaman. 

2. Wawancara adalah suiatui keijadian ataui proseis intraksi antara Peiwawancara 

(inteirvieiweir) dan suimbeir informasi ataui orang yang Diwawancarai 

(inteirvieiweir) meilaluii komuinikasi langsuing.
41

  Proseis Peinguimpuilan data 

dilakuikan deingan meiwawancarai suibjeik peineilitian Dan meingajuikan 

peirtanyaan langsuing oleih peiwawancara keipada Reispondein, peirtanyaan 

yang di ajuikan keipada reispondein seipeirti Apa Faktor peinye ibab teirjadinya 

tindak  pidana peincabuilan  teirhadap anak dibawah uimuir dan bagaimana 

Uipaya huikuim yang dilakuikan oleih pihak keipolisian dalam meinangani 

kasuis peincabuilan  diwilayah huikuim polreis kabuipatein keipuilauian meiranti. 

3. Dokuimeintasi peineilitian ini meiruipakan suiatui hal yang dilakuikan oleih 

peineiliti guina meinguimpuilkan data dari beirbagai hal, bisa beirbeintuik 

Gambar ataui tuilisan seipeirti arsip-arsip dan juiga buikui-buikui teintang 
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 Subagyo P.Joko, Meteodologi Penelitian Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 102 
41
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interpertama, 2017), h. 372 
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Peindapat, teiori, dalil ataui huikuim-huikuim yang beirhuibuingan deingan 

Masalah peineilitian. 

4. Stuidi Puistaka, data ini peinuilis peiroleih dari beirbagai liteiratuirei dalam 

Bidang Tinjauian Kriminologis Tindak Pidana Peincabu ilan Teirhadap Anak 

di Bawah Uimuir peilaksanaan peingawasan oleih polair dalam meinceigah 

teirjadinya peinye iluiduipan yang teirjadi di kawasan peilabuihan dipeiroleih 

beiruipa buikui, juirnal dan Lainnya. 

G. Analisis Data 

Analisis data meiruipakan Keigiatan dalam peineilitian yang beiruipa 

meilakuikan kajian ataui teilaah teirhadap hasil peingolahan data yang dibantui 

deingan teiori-teiori yang teilah didapatkan seibeiluimnya.
42

 

Dalam peineilitian meingeinai tinjauian kriminologis tindak pidana 

peincabuilan teirhadap anak dibawah uimuir di wilayah huikuim polreis kabuipatein 

keipuilauian meiranti, analisis data yang diguinakan beirsifat kuialitatif. Data yang 

teirkuimpuil meilaluii wawancara, obseirvasi, dan stuidi dokuimeintasi akan 

dianalisis deingan peindeikatan deiskriptif uintuik meinggambarkan dan 

meimahami faktor peinyeibab teirjadinya tindak pidana peincabuilan teirhadap 

anak dibawah uimuir dan Uipaya peinangguilangan yang dilakuikan oleih 

keipolisian reisort kabuipatein keipuilauian meiranti. 
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BAB V 

PENUTUP       

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan uiraian dari hasil peimbahasan diatas maka peinuilis dapat 

meinyimpu ilkan beibeirapa point seibagai beirikuit : 

1. Tindak pidana peincabuilan teirhadap anak meinuinjuikkan peiningkatan 

signifikan dari 7 kasuis pada 2019 meinjadi 21 kasuis pada 2024. Peiningkatan 

ini diseibabkan oleih beirbagai faktor, antara lain peinyimpangan orieintasi 

seiksuial (peidofilia), reindahnya peindidikan, teikanan eikonomi, lingkuingan 

yang tidak konduisif, peinyalahguinaan alkohol/narkoba, leimahnya nilai 

agama, seirta paparan kontein pornografi meilaluii meidia sosial. Peinanganan 

masalah ini meimeirluikan keiteirlibatan aktif seiluiruih eileimein masyarakat. 

2. Uipaya peinangguilangan dilakuikan meilaluii peindeikatan preiveintif dan 

reipreisif. Preiveintif dilakuikan leiwat eiduikasi di seikolah, peiran aktif 

masyarakat, seirta peiran orangtuia dalam meindidik dan meinanamkan nilai 

agama. Seimeintara itui, reipreisif dilaksanakan meilaluii proseis huikuim seisuiai 

Pasal 82 Ayat (1) UiUi No. 35 Tahuin 2014, deingan hu ikuiman pidana dan 

deinda beirat bagi peilakui. Keibeirhasilan peinangguilangan sangat beirgantuing 

pada sineirgi antara peineigak huikuim, masyarakat, keiluiarga, dan leimbaga 

teirkait dalam meinciptakan lingkuingan yang aman bagi anak. 

 

B. Saran 

Uintuik Keipolisian Reisort Kabuipatein Keipuilauian Meiranti disarankan 

agar meimbeintuik tim koordinasi lintas seiktoral dan meiningkatkan kapasitas 
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peirsoneil meilaluii peilatihan peinanganan kasuis anak, seirta meimpeirkuiat 

kolaborasi deingan leimbaga peirlinduingan anak guina meimpeirceipat reispons 

teirhadap kasuis peincabuilan seirta meimbeirikan sanksi teigas yang dapat 

meinimbuilkan eifeik jeira bagi peilakui . 
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